
Menimbang 

YIAU KOTA GORONTALO 

PFiOVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 1 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

KODE ET] K APARATUR SIPIiL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS PENANAM/iN 

MODAL DAN PELAYANAIvf TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

a. bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan 

sehari-hari setiap Aparatur Sipil Negara wajnb bersikap dan 

berpedoman pada etika dalam bernegara, d.alam 

penyelengg£iraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalaim 

bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama 

Aparatur Sipil Negara; 

b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib 

menyusun, menetapkan, dan menerapkan kode etik 

pelayanan dengan memperhatikan kemamjDuan 

penyelenggara, kebu tuhan masyarakat, dan kondisi 

lingkungan; 

0. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Gorontalo tentang Kode Et ik Aparatutr Sipil Nega ra di 

Lingkungan Dinas Penanaman Modal Daerati Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. 

1. Undang-Un dang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-dae;rah tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran N<3g£ira 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint£ihan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah tersikhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambfihdn 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentahg 

Pembinaan J i w a Korps dan Kode Et ik Aparatur Sipil Negara 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarqn 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentahg 

Penyelenggfiraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar^ 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 20 

tentang Pt^mbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2016 Nomor 5 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 

Nomor 191); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG KODE 

ET IK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DIN^S 

PENANAMAN ^/IODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA GORONI ALO. 
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BAB I 

IGETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu ran Wall Kota ini, y£ing dimaksud dengsm : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah WaH Kota dan Perangkat Daerah sebagai unshr 
penyelenggaraan Pemerintahian Daerah. 

Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo 

Sekretaris Daerah adalah S(;kretaris Daerah Kota Gorontalo 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah ol^h 
Pemerintah Daerah dan Dl^RD menurut asas otonomi dan tug;as pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kessituan 
RepubHlc Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undfing Dasar N(;ga^a 
Republilc Indonesia Tahun 1945. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilkn 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Dinas F'enanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu FHntu yang selanjutnjya 

disingkiit DPM-PTSP adalali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

F*intu Kota Gorontalo. 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sqtu 

Pintu Kcjta Gorontalo. 

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korjiorasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mqta 

untuk kegiatan pelayanan publik; 

10. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

organisiasi penyelenggarai adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 

publik yangberada di ling^kungan institusi penyelen^ara n<jgara, korporajsi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

KABAG 
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11. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima 

Manfaat dari pelayanan perizinan baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang perseorangan, maupun badan hukum; 
I 

12. Pelayarian perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangl*:aian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-

hak sip)il setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi 

perizinim yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan peinzinan; 

13. Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan djilam pemberian 

pelayanan yang dilaksan£ikan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem 

pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dim 

mengui-angi biaya; 

14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalkh 

kegiatanpenyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi perizinan dan 

non perizinan yang prosesnya secara terintegtasi dalam satu kesatuim 

proses dimulai dari tahajj permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 

produk pelayanan pada satu pintu; 

15. Kode Et ik adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai landasan 

ukurar. dalam melaksanakan tugas; 

16. Kode Et ik Aparatur Sipil Negara adalah aturan atau ketentuan yang 

mengikat Aparatur Sipil Negara sebagai landasem ukurari tingkah lajcu 

dalam melaksanakan tugjisnya; 

BAB 11 

KODE ET IK DAN NILAI DASAR 

Pasal 2 

Kode Et ik merupakan Nilai-nilai dasar perilaku dan/atau perbuatan setiap 

pejabat struktural dan fungsional pada DPM-PTSP Kota Gorontalo dalam 

melaksanal<:an tugas masing-masing. 

Pasal 3 

Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional DPM-PTSP Kota Goront^o 

menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut: 

a. Iman dan Taqwa; 

b. Menjunjung t i n ^ r Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara; 

PERANGKAT 
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c. Menjunjung tinggi Undting-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

d. Adil dan tidak diskriminatif; 

e. Integritas; 

f. Ju jur ; 

g. Professional; 

h. Ikhlas; 

i. Kerjasama; 

Transp£iran; 

k. Empati: 

1. Inovasi; 

m. Produktifitas; 

n. Bertanggung jawab. 

Pasal 4 

ik (1) DPM-PTSP Kota Gorontalo merupakan penyelenggara pelayanan pub 

dibidang Perizinan dan non perizinan; 

(2) Kode etik pada DPM-PTSP Kota Gorontalo meliputi Kode etik organisasi d£̂ n 

kode etik pelayanan publik; 

Pasal 5 

Kode Et ik S(;bagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dalam buku kode etik 

DPM-PTSP Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Vlalikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

PERANGKAT 
DAERAH 
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Agar setiapi orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal ^ J a i l 

WALI KOTA GORONTALO, 

2020 

EN A. TAHA 

Diundangksm di Gorontalo 

pada tanggal i J u l i 2020 

SEKRETARIS DAERAM KOTA GORONTALO, 

ISMATL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .17 

P E R A N G K A T 
D A * ; R A H 

K A B A G 
A S I S T E N S E K D A 

f \ 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

KODE ET IK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA GORONTALO. 

PENGANTAR 

Bismilaahirrahmaanirrahim, 

Assalamu alaikum warakhmatullahi wabarakatuh, 

Dalam rangka menciptakim kondisi iklim investasi yang kondusif didaerih 

emotivasi daerah dalam berinovasi meningkatkan daya saing disegala bidang 

strategis untuk kemajuan daerahnya, hal ini bertujuan untuk menghadapi 

pasar bebas dunia yang secara tidak langsung Indonesia mempakan beigi^n 

darihal tersebut. 

Oleh karenanya pemerintah pusat menyusun strategi inovatif dalam upaya 

menghadapi persaingan dikaiica intemasional, Pelayanan Perizinan Ter]5aclu 

mempakan strategi pemerintah dalam menciptakan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo mempakan Dinas yang 

dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 20 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal irii Dimaksudkhn 

untuk memlserikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan non 

perizinan sehingga dapat meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat dengfin 

mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan meliputi : 

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan hams dil aksanakan secara mudah, 

cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudfih 

dilaksanakan; 

2. Kejelas£in dan kepastisin dalam hal prosedur/tata cai-a pelayanaki, 

persyaratan (baik teknis dan administratis. Unit kerja atau pejabat yang 

bertanggungjawab, Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata ca 

pembayaran. 

3. Kepastian waktu,pempro£;esan permohonan perizinan dan non perizinhn 

dapat diselesaikan daLam waktu yang telah ditetapkan hmpa 

memperhatikan skala usaJia pemohon; 
PERANGKAT 

DAfeRAH 
KABAG 
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4. Kepastian hukum, proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturar yapg 

berlaku., sehingga dokum en pervinan yang dihasilakan memiliki kekuatan 

hukum yang menjadi pemiliknya Jaminan hukum dan rasa aman bagi 

pemiliknya. 

5. Kemudehan akses, ditunjukan dengan ketersediaa informasi yang dapat 

dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat dan Pelayanan apardt 

Yang responsif; 1 

5. Kenyam.anan, Memiliki sairana dan prasarana pelayanan yang mem.adai 

dan rasa nyaman bagi pemohon izin; 

7. Kedisiphnan, kesopanan dan keramahan Selain itu Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo mempunyai 

Fungsi sebagai lembaga pemerintah yang paling depari dalam rangka 

membangun apresiasi positif masyarakat terhadap apara tur Pemerintah 

Daerah dalam skala makro dapat memberikan multi elled trcntpa partisipasi 

aktif m£isyarakat dalam pc;mbangunan di Kota Gorontalo. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo 

Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi 

dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non 

perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu sesuai dengan azaz- azaz 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Yang meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplilcasi keamanim 

dan kepastian. Untuk menyelenggarakan Tugas pokok dan kewajiban, Din^s 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program dan kebljakan teknis pemberian pelayanan; 

2. Pengko(3rdinasian proses pelayanan dan penyiapan produk f>elayanan s<;suai 

dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dgun non perizinan 

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; 

4. Mengelola administrasi p^erizinan dan non perizinan dengan mengacu pada 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan beikas; 

5. Menyelenggaran proses tindak Tanjut pengaduan masyarakat secara cepqt, 

dan memberikan jawaban serta penyelesaian; 

PERANGKAT 
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6. Melaksgmakan penelitian kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik baik secara internal organisasi atau melalui pihak 

independen; 

7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan adm inistrasi dalapa 

lingkup tugasnya; 

B. Pembinaan administrasi dan Aparatur penyelenggara pelayanan perizinin 

dan non perizinan Dalam liingkup tugasnya; 

9. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan badan; 

10. Pelaksanaan tugas lain y£mg diberikan oleh Walikota sesuai dengan tug^s 

dan fungsinya. 

Dengan adanya peran/tugas seperti tersebut diatas dan makin ting^;inya 

intensitas ]Derhatian publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, maka diperlukan suatu tata 

kelola/governace terhadap kelengkapan organisasi yang merupakan salah satu 

pilar pen ting bagi pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana diatas aclaiah 

tersedianya 'Kode Etik' bagi selumh insan Aparatur Sipil Negara Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. | 

Kode etik dimaksudkan untuk mengantisipasi Perkembangan/ perubah^n 

yang terus bergerak menuntut adanya personil personil yang tidak hany^a 

kompeten tetapi juga memegang nilai-nilai etika. 

Mempeirhatikan keaneka ragaman latar belakang Aparatur Sipil Negdra 

Dinas Penanaman Modal dar. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, 

maka dipandang perlu adanyti pranata yang merupakan kesepakatan bersaina 

dalam mev/ujudkan integritas Setiap personil. Yang disebut kode etik, tidak 

dimaksudkam untuk mengganti/merubah peraturan-peraturan IGeAparatur Si^ i l 

Negaraan yang berlaku, melainkan sebagai penguat dalam 

mengimplementasikan peraturan dimaksud dan arahan prilaku Yang 

diharapkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dpn 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. 

Kode etik Yang disusun ini hams menjadi komitmen selumh Aparatur Sipil 

Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Gorontalo Yang akan tems diperbaharui seiring dinamika ling;kungan interhal 

dan ekstemal Organisasi. 

PERANGKAT 
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DAFTAR IS I 

I . KETENTUAN UMUM 

1. Urnum 

2. Latar belakang 

3. Ruang lingkup 

4. Maksud dan tujuan 

5. Motto, Vis i dan Misi 

6. Defenisi 

I I . NlLAl-NlLAl DASAR DAN KODE ET IK 

1. Iman dan 

2. Taqwa; 

3. m<;njunjung tinggi Pgineasila sebagai ideologi bangsa dan negara; 

4. menjunjung tinggi Undang-Undang Indonesia Tahun 1945; 

5. adil dan tidak diskriminatif; 

6. Integritas 

7. jujur; 

8. Professional 

9. Ikhlas 

10. KerJasama 

11. Transparan 

12. Erapati 

13. Inovasi 

14. Produktifitas 

15. bertanggungjawab 

II I . KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA 

1. Et ika Terhadap Diri Sendiri 

2. E t ika Terhadap Atasan 

3. Et ika Terhadap Rekan Sejawat 

4. Et ika Terhadap Baw£ihan 

5. Et ika Terhadap Tim l^embina Dan Tim Teknis 

6. Et ika Terhadap Pemohon 

7. Et ika Terhadap Media Massa 

PERANGKAT 
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IV. T A T A C:ARA M E L A Y A N I M A S Y A R A K A T 

1. Prinsip melayani 

2. Tata Naskah Melayani 

V. PENEGrAKAN KODE ET IK 

V I . MAKLUMAT PELAYANAN 

VI I . MATERIKHUSUS 

1. Pertentangan Kepentingan 

2. Hgidiah/Imbalan/Suap 

3. Fasilitas dan Pelayanan 

4. Penggunaan Asset 

5. Kerahasiaan Informjisi 

6. Kontribusi dan Aktivitas Politik 

7. Lain-lainnya 

VI I I . PENUTUP 

PERANGKAT KAB/VG 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

I . Pendahuluan 

1. Umum 

Sesuai dengan Bsraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahur 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja memiliki tugas podok 
j 

menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terpadu 

dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pela3'^anar 

kepada masyarakat dalam administrasi perizinan secara terpadu sehinggf. 

dapat meningkatkan Kualitas layanan terhadap masyarakat dibidsug 

pelayanan perizinan. 

Selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pihti 

Kota Gorontalo mempunyai fungsi sebagai lembaga pemeri ntah yang paling; 

depan dalam rangka membangun apresiasi positif masyarakat terhac ap 

aparatur Pemerintah Daerah sehingga dalam skala makro da]3a 

memberikan multi ellect berupa partisipasi aktif maisyarakat da l in 

pembangunan di Kota Grorontalo. 

2. Latar belakang. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penantiman Modal dar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo memberikan Pelay^arjar 

kepada Masyarakat dibidang Perizinan sehingga terwujucl pelayanan yqn| 

berkualitas dan profesional. 

3. Ruang lingkup 

Kode Et ik Ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Neg£ira dilingkungar 

Dinasj Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kpt£ 

Gorontalo. 

4. Maksud dan tujuan 

Aturan ini disusun agar Aparatur Sipil Negara Dinas Pemanaman MoAa 

dan l^elayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo sen£intiasa mengacu 

kepada prilaku yang dapat menumbuhkan citra, memjaga martabal 

kehormatan dan kradibilitas, menghindarkan segala bentuk benturan 

kepentingan, mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayarian 

Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang good Gotentance dan clean 

golarrance. 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 



5. Motto, Visi, Misi 

Sebagai lembagsi Yang berperan menjembatani kepentingaili 

masyarakat dengan pemerintah daerah, pelayanan publi'k hams mampu 

memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (pc:layanan prima 

mencegah setiap bentuk penyimpangan- penyimpangan, seperti suap 

pungli, diskriminatif, tidak transfaran, prosedur yang berbelit-b^lit, 

maupun bentuk-bentub; penyimpangan lainnya. 

Dinas Penanamari Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ko t i 

Gorontalo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berorienljasi 

pada visi dan misi dan Motto, yaitu : 

Motto . "Melayani dengan hati, Mentaati Regulasi** 

Visi : Kota **SMART* 

Misi : **Penguatan daya Saing Kota sebagai pusat Perdagangan da^ 
Jasa Kawasan Teluk Tomini** 

6. Definisi 

Dalam keputusan ini y£ing dimaksud dengan : 

a. Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelay^anar 

Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang selanjutnya disebu 

"APARATUR PERIZINAN adalah selumh Aparatur Sipil Negara y^ng 

bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat i . 

Pintu Kota Gorontalo; 

b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teppadu Satu Pirktu 

Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut "Kepala Dinas" adalat 

pemimpin unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpajdu 

Satu Pintu Kota Gorontalo; 

c. Et ika adalah Kumpiulan asas atau nilai yang berkenem dengan ahlak 

nilai mengenai benar dan salah yang dianut olefi Aparatur S^pi 

Negara pada Dinas. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sqtu 

Pintu Kota Gorontal 

d. Kode Et ik Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan 

F'elayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang selanjutnya 

disebut "KODE ET IK " adalah aturan yang hams <dipatuhi selaijna 

hierstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan 

F'elayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo; 

PERANGKAT 
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e. Nilai-nilai Dasar Dinas Penanaman Modal dan Peleiyanan TeiqDadu 

Satu Pintu Kota Gorontalo adalah nilai-nilai dan keyakinan 

yang secara bersaraa-sama dianut dan ingin ditexapkan dalam 

pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing s€;hingga menjadi 

budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan 

keyakinan positif yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai d^n 

keyakinan pribadi maupun masyarakat. 

f. Hadiah/ gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi 

pemberian uang,barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanjia 

bunga, tiket peq'alanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas 

kiinnya 

g. Fluap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan 
I 

sesuatu kepada s;eseorang atau pejabat dengan maksud yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang 

seharusnya dilaksanakan. 

h. Intimidasi adalah melakukan tekanan dan atau ancaman kepada 

pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan 

pihak lain. 

i . F'elecehan adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait S A R A 

(suku, agama, ras dan an tar Golongan), Gender, Rahasia Pribafii, 

Kondisi Fisik Dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik. 

j . Pemerasan adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, 

uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi. 

k. F'rovokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untiik 

menghasut, Membangkitkan dan atau memancing atasan, untiuk 

melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan 

organisasi; 

BAB 11 

NILAI DASAR DAN KODE E T I K 

Seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo melalsanakan nilai nilai LuRur 

sebagai berikut: 

1. Iman d an Taqwa 

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha E s a serta melaksanakan setiap ajaraii 

dan meninggalkan hal-haL Yang dilarang sesuai agama dan 

keyakinan/kepercayaan yang dianutnya. 

PERANGKAT 
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Mengakui dan menjunjung; tinggi Pancasila 

Sebagai ideologi bangsa dan negara mempunyai makna bahwa sc;tiap 

pejabat struktural dan pejabat fungsional Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanjin Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas 

masing-masing hanya mcjigakui dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai 

ideologibangsa dan negara; 

3. Mengakui dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat Fungsional 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo 

hanya mengakui dan mienjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi dan hukum dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Adil dan tidak diskriminatif 

Dalam melaksanakan tugas masing-rnasing hams adil dan tidak boloh 

membeda-bedakan pemohon, kuasa pemohon dan/atau Wakilnya atqs 

dasar suku. Kelom pok strata sosial dan ras; . 

Integrihis 

Agama, etnis. budaya, asal-usul,golongan, Keberanian moral untuk 

menyatalan kebenaran,kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutulpi 

permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen df̂ n 

konsoisten dalam setiap ucapEm tindakan, perbuatan dan pengambilan 

keputusan disiplin,serta bertanggung jawab atas tugas yang diembanny a. 

Ju jur . 

Setiap pejabat stmktural dan pejabat fungsional Dinas Peioanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo dalam melaksanakpn 

tugas dan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengjm tugas s(jsuai 

dengan perkataan dan perbuatan; 

7. Professional. 

Bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensimm, bersungguh-

sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas. 

8. Ikhlas 

Bekerj£L tanpa pamrih dengal niat yang tulus, tidak sombong, tidpk 

Merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan. 

PERANGKAT KABAG 
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9. Kerjasama 

Mampu bekerja dalam suatu tim/ kelompok untuk kepentingan Dan 

kemajuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Gorontalo 

10. Transparan 

Setiap pielaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungiawabkan, dievalu^si 

secara berkala dan terbuka untuk semua Stakeholder. 

11. Empati 

Berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mit)ra 

kerja. 

12. Inovasi 

Kaya akan ide-ide dengjin senantiasa meningkatkan kapabilitas Untqk 

menghs silkan produk-produk layanan 

13. Produktifitas 

Mampu bekerja keras dengan menggunakan sumberdaya yang Tersedia 

secara efektif dan efesien, berorientasi terhadap hasil kerja, Terarah dan 

berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat 

dipertanggungiawabkan. 

14. Bertang;gung jawab mempunyai makra bahwa setiap pejabat strukturai d^n 

pejabat fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Gorontalos ecara Ksatria siap menanggung segala risiko atas 

hasil pe;laksanaarl tugas. 

BAB II I 

KODE ET IK APARATUR SIPIL NEGARA 

Untuk dap£it mewujudkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Seitu Pintu Kota Gorontalo terhadap stakeholdernygi Aparatur Sipil 

Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Gorontalo hams memiliki etika prilaku sebagi berikut: 

1. Et ika Terhadap Diri Sendiri 

Setiap Aparatur Sipil Neg;ara wajib: 

a. Menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk 

beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa . 
PERANGKAT 
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b. Menyadari bahwa tugiis yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk 

dapat memberikan mfinfaat dan kesejahteraan kepada si^samanya. 

c. lasanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa . 

d. Menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat, sf;rta nama bajik 

bangsa dan Negara Indonesia, serta Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. 

e. Mentaati semua peraturan hokum, ketentuan, dan norma-norma yahg 

berlaku dsalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan perannya. 

f. Marapu bekeijasama secara kelompok dalam suasana ]Dersaingan yang 

sehat. I 

g. Merencanakan dan mepersiapkan secara matang setiap penugasan 

yang dipercayakan. 

h. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penyh 

kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 

i . Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dimgan bawahan, 

diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerjgi dalam rangka 

kekmcaran pelaksanaan tugas. 

j . Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tyang dipercayakan secara ringkas, 

jelas, objektif dan tepat waktu. 

k. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya. 

1. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnyaterkait tugasnya. 

m. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guha 

meningkatkan kualitas kinerja Organisasi. 

n. Patuh dan taat pada prosedur, standard operating procedure yang 

ditetapkan. 

o. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengietahuan secara 

berkelanjutan 

Et ika Terhadap Atasan 

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap Aparatur Sipil Neg£ira wajib : 

a. Menghargai, menghormati, dan mengingatkan atrasan apab|ila 

menyimjpang dari kode etik . 

a. Menyampaikan informasin atau berkomunikasi secara terbuka secara 

jujur kepada atasan 

P E R A N G K A T 
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b. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam pioses 

pemecahan masalah/ pengambilan keputusan, bersikaip lugas, ramah 

dan santun 

e. Tidsik mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeli iuan/ kesalaban 

dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam 

bentuk lisan ataupun tulisan 

e. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan miiupun provok^si 

terhiadap atasan. j 

f. Meminta dan atau niienerima saran masukan, dan kritik dari atasan 

untuk kemajuan organisasi. 

g. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingdn 

atau mengganggu indt^pendensi dalam pelaksanaan tug£is 

h. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melariggar 

kehmtuan, kode etik dan norma-norma. 

Et ika Terhadap Rekan Sejawat Dalam bekerja dan berorganisasi ti^p 

Aparatur Sipil Negara wajib: 

a. Sabing menghargai, menghormati, mempercayai dan menging£itkkn 

diantara rekan sejawat. 

b. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja 

yang harmonis dan kondusif 

c. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proSes 

pemecahan masalah 

d. Menghargai adanya pterbedaan pendapat diantara rekan sejawat 

e. Tidak mengungkapbian kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau 

kesalahan dengan maksud mefitnah dan menjatuhkan rekan b:erja/ 

kolega baik secara lisan ataupun tulisan 

f. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokas 

terhadap rekanm kerja/ kolega. j 

Et ika Terhadap Bawattan Dalam berkerja dan berorganisasi setiap 

Aparatur Sipil Negara wajib : 

a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikapi 

dan tindakan serta tutur bahasa yang santun. i 

b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membamgur 

untuk meningkatkan motifasi dan mengoptimalkan kemampuar 

terbaiknya. 
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c. Tid£ik mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau 

kes£ilahan dengan maksud melitnah,dan menjatuhkan rekan 

keda/kolega baik secara l isan ataupun tulisan Tidak melakukan 

intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecebian ataupun 

proiDkasi terhadap rekan kerja/kolega. 

d. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan 

masiukan, dan kritik untuk kemajuan organisasi. 

e. Menghargai, pendapat, masukan dan kritik yang disamp.iikan bawahan. 

f. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah se;cara 

transparan (tertulis). 

g. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan 

sanksi atas kesalaban bawahan. 

Et ika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis Dalam berkerja d^n 

berorganisasi setiap Aparatur Sipil Negara wajib : 

a. Bersikap ramah dan sopan. 

b. Membangun komuniiiasi yang efektif guna kelancaraan pelaksanakn 

tugas. 

c. Memberikan berkas secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim 

Penibina/Tim Teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan Persyaratpn 

sesuai SOP. 

d. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap 

untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis; 

e. Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Keda L^ntiik 

menyampaikan pendapat, masukan dan krit ikan untuk kelacaran tugqs 

f. Menghargai pendapat dari mitra kerja. 

g. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan 

ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega. 

Et ika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan 

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap Aparatur Sipil Negara wajib : 

a. Adil dan tidak diskriminatif. 

b. Hormat ,ramah dan tidak melecehkan. 

c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputu^ar 

yang berlarut-larut. 

d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit. 

PERANGKAT 
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e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat. 

f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dgJain 

menanggapi permintaan informasi. 

g. Mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan sec£ira transpjiran 

kepgida masyarakat. 

h. Tidak memberikan janji-janji. 

i . Menjadi bagran masyarakat yang peduli. 

j . Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlalu 

k. Tidak menggunalan siarana dan prasarana pelayanan perizinan untuk 

kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat memgikan 

Negara. 

1. Professional dan tideik menyimpang dari prosedur tetap/ Standar 

Operating procedur Dinas Penanaman Modal dan Pekiyanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Gorontalo. I 

m. Tidgik melakukan intimidasi penghinaan,berkata-kata kasar pelecehan 

ataupun provokasi terhadap masyarakat dan Pemohon. 

Et ika T€;rhadap Media Massa 

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap Aparatur Sipil Negara wajib : 

a. Memberikan Informasi Yang relevan dan berimbang 

b. Meraperlakukan insan pers secara wajar 

c. Menindaklanjuti kritik-kritikyang membangun 

d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ke entuan yang berlaku 

e. Mernberikan informasi atau Mensosialisasikan Program Pelayanan 

f. Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat jelas 

BAB IV 

TATA CARA MELAYANI 

Prinsip Melayani 

Dalam melayani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Gorontalo menggunakan istilah 3S yang meliputi : 

a. Senyum. 

b. Sapa. 

c. SaLam. 
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Tata Naskah Melayani dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Disiaat masyarakat dsitang ke loket pelayanan 

" Selamat Datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tei-padii 

Satu Pintu Kota Gorontalo " 

" Slelalu Untuk Kepujisan Anda" 

" Ada yang bisa dibantu Bapak/ Ibu/ Saudara" 

b. Disiaat memberikan informasi layanan " Ada informasi kurang j^ las 

Bapak/ Ibu/ Saudarei" 

0 . Dis;aat setelah memberikan informasi layanan " Ada yang bi.sa dilaahh 

lagi Bapak/ Ibu/ Sandara" " Kalau tidak ada lagi, terima" kasih tela! 

mengunjungi kami" 

BAB V 

PENEGAKAN KODE ET IK 

Dalam rangka penegakan dan pengawasan implementasi kode etik pepi 

dibentuk Tim Penegakan Kode Et ik 

Tim Pemegakan dan Pengawasan Kode Et ik sekurang-kurangnya terc^ir 

dari : 

a. 1 I satu) Orang Ketua Merangkap Anggota. 

b. 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota. 

e. 3 (tiga) Orang Anggota . 

Tim Pimegakan dan pijngawasan Kode Et ik dipilih oleh Aparatur Sjpi 

Negara Dan diterapkan oleh Kepala Badan untuk jangka. waktu 2 (d la 

tahun 

4. Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran terhadaip Kode etik dar 

pedoman Perilaku dikenakan sanksi secara tegasyang diterapkan tar p; 

teloransi. 

5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibqai 

secara tertulis dan/atau pernyataan baik secara tertutup atau terbukji c^ar 

pejabat yang berwenang. 

6. Dalam pengenaan sanksi^ moral hams disebutkan jenis pelanggaran kc|dc 

etik yang dilakukan dan eipabila tidak terbukti. 
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7. Selain pengenaan sanksii moral, pelangaran terhadap kode etik dapat 

dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi tim penegakan dan 

pengawasan kode etik. 

8. Pengen£ian sanksi dilakul:an setelah tim penegalan dan pemgawasan kode 

Et ik melakukan pemeriksaan Dan klarifikasi terhadap Aparatur Si^ i l 

Negara/oknum yang diduga melakukan pelanggaran. 

9. Aparatur Sipil Negara/oknum yang diduga melakukan pelanggaran ko<̂ e 

etik diberikan kesempatan. untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri 

10. Pengambilan keputusan pengenaansanksi dilakukan secara musyawanih 

mufakat diantara anggota tim penegakan dan pengawasan kode etik. 

11. Dalam lial keputusan seccira musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan 

diambil melalui mekanisme suara terbanyak. 

12. Tim penegakan dan pengawasan kode etik menyampaikan keputusan 

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kqta 

Gorontido sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sansi lainnya. 

13. Aparatur Sipil Negara yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh 

Aparatur Sipil Negara lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegakan 

dan P<;ngawasan Kode Et ik Atau melalui Kotak Pengaduan yang 

disedialcan. 

14. Mitra Kerja dan masyaralat yang mengetahui adanya pelani^garan kode; etik 

oleh Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan kepada Tim Penegak Kode E^ik 

atau melalui Kotak pengaduan yang disediakan. 

BAB VI 

M AKLUMAT PERIZINAN 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo 

Selaku penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Daerah KOta 

Gorontalo, menyatakan Maklumat sebagai berikut: 

'*Dengan ini kami seluruh pemyelenggara DPM-PTSP Kota Goronte^lc 
Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar 
Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tdak menepati Janji ini 
kami siap menerima sangsi sesuai peraturan perundang-undangan ya^ns. 
berlaku*'. 
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BAB VII 

MATERI KHUSUS 

Selain kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai luhur, setiap Aparatur Sipil 

Negara tidak diperkenankan/dilarang : I 

1. Pertentangan Kepentingan Setiap Aparatur Sipil Negara tidak 

diperkenankan : 

a. Befe:erjauntuk kepentinganpihaklain dan atau unit org£inisasitanp£i i i in 

dar. dalam jam kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Gorontalo 

b. Melakukan kegiatan dan/ aktivitas yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil N<3gara 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Khta 

Gorontalo 

2. Hadiah / Imbalan / Suap 

Setiap Aparatur Sipil Neg£ira dan keluarga tidak diperkenankan/dilarang 

a. Menerima hadiah atau fasilitas berupa pe{'alanan dan/ atau akomodqsi 

dari mitra kerja dsm/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi 

simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

c. Menerima dan /atau memberikan sesuatu kepada mitra kery'a/dan 

atau pihak-pihak bsrtentu yang berindikasi Korupisi, Kolusi dkn 

Nepotisme 

3. Fasiliteis dan Pelayanan 

Setiap Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang: 

a. Menerima Fasilitas d£in Pelayanan dari mitra kerja dan/atau Dari jDihak 

lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang 

menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan berlaku. 

b. Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingar 

pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu. 

4. Penggumaan asset 

Setiap Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang: 

Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingar 

pribadi dan atau golongan/kelompok tertentu. 
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Kerahasiiaan Informasi Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang: 

a. Mempergunakan selumh informasi internal Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpaclu Satu Pintu Kota Gorontalo untuk kepentingan 

pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpaizin kepala Badan 

Pelayanan Perizinanan Terpadu Kota Bekasi; 

d. Meriyampaikan informasi /data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izim 

dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terjoadu Satu Pintu 

Kota Gorontalo kecuali untuk kepentingan Pemeriksa£in, Penyeliciikqn 

dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kontribusi dan Aktivitas Politik 

Setiap Aparatur Sipil NegEira dilarang tumt serta secara aktif dalam kegiatan 

aktivitas Politik. 

Lain-lain 

Setiap Aparatur Sipil Negstra dilarang; 

a. Melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemeirkhn 

nama baik dan Citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Gorontalo 

(contoh: asusila dan kriminal) 

b. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dai^a 

meimsak Citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Gorontalo. 

BAB VII I 

PENUTUP 

Kode etik Aparatur Sipil Negara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Selumh Apiaratur Sipil Negaia dan mitra kerja pada Dinas Pemanaman Moda 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, wajib meniatuhi ketentuar. 

dalam Peraturan Wali Kota ini. 

WALI KOTA GORONTALO 


